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Ringkasan Eksekutif

Lanskap Bukit Tigapuluh yang terletak di Provinsi Riau dan Jambmiike
keanekaragaman hayati yang sangat kaya di dunia. Lanskap rupakan salah satu
lokasi terakhir tempat bergantung hidup bagi tiga dari empat spesies yang hanya
ditemukan di Pulau Sumatra. Di lanskap Bukit Tigapuluh juga terdapét digloi 250
jenis mamalia dan spesies burung.

Secara lokal, regional dan global, Lanskap Bukit Tigapuluh merupakarsdayanting
bagi konservasi Harimau dan Gajah Sumatera yang langka dacat®ergpunah serta
kawasan penting Orang utan Sumatera yang dilepasliarkan dan jyga sangat
terancam punah. Hutan Bukit Tigapuluh tak kalah pentingnya bagi hidup duarakady
suku asli yakni suku Orang Rimba dan Talang Mamak. Hingga 2006, blok hutan ini
yang terdiri dari Taman Nasional, kawasan lindung, dan konsesntpgailatif aman
dari konversi hutan komersil berskala besar. Meskipun demikian, sgusebtit tiba-tiba
kini berubah.

Dalam dua kali kesempatan terpisah, 20- 25 September 2007 serta pgelsb-11
November 2007, telah dilaksanakan serangkaian investigasi lapangaengindraan
jauh oleh tim WWHF-Indonesia beserta jaringan LSM Jambi, Komutitasservasi
Indonesia - Warung Konservasi (KKI-WARSI) di blok Lanskap HuBakit Tigapuluh
di Provinsi Riau dan Jambi, Sumatera.

Tim investigasi menemukan bahwa beberapa perusahaan tergabgag dera Pulp &
Paper (APP) yakni PT. Artelindo Wiratama, PT. Tebo Multi Agrb, Rrara Abadi dan

PT Wira Karya Sakti melakukan penebangan hutan alam di dua katiassbhelah barat
dan selatan blok hutan Bukit Tigapuluh (di dalam Provinsi Riau dan Janmbtexgah
melebarkan dan membuat (lagi) jalan logging untuk membawa kayu télaangan.
Selain itu, jalan logging --yang tampaknya merupakan jalan lpeaghubung pabrik
milik APP di Riau dan Jambi melalui Lanskap Bukit Tigapuluh tersebammpir selesai
pembangunannya. Hukum di Indonesia menetapkan sejumlah kriterigyatatss/arat
yang harus dipenuhi sebelum konversi hutan alam dilakukan. Pada kenyatdannya
lapangan, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim investigasi menemukan bahwa
perusahaan-perusahaan yang tergabung pada APP telah mengkonversiheittezan
sebelum kriteria dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, sehinggaggatan hukum pun
telah dilakukan.

Sangat memprihatinkan bahwa sejumlah kawasan hutan lindung khusus yaimgdagd
maupun yang baru diusulkan oleh organisasi konservasi untuk dilestarikan, exijadim
daerah penebangan baru sekaligus menjadi jalan lintas untuk menkbgwahasil
tebangan (koridor logging). Tim investigasi menemukan bahwa kegiata keberadaan
kamp pekerja serta alat-alat berat milik kontraktor Sinar Miamigs (APP), baik dari
Riau maupun Jambi, sangat mengancam kelestarian hutan alam Lanskdap B
Tigapuluh.



Dalam kawasan yang diinvestigasi, ditemukan bahwa APP terkagad sepuluh
konsesi —baik yang sudah memiliki izin maupun yang masih usulan —dkoasasi-
konsesi tersebut tumpang tindih dengan Lanskap Hutan Bukit Tigapulurawlid@n
Jambi dengan total konsesi seluas 358.046,98 hektar, dimana 187.928,23 hektar
diantaranya masih hutan alam. Hutan alam yang dikonversi ini merupakan peiiiag)

bagi satwa-satwa dilindungi. Sebagian perusahaan yang sedagkomeersi hutan alam

di Lanskap Bukit Tigapuluh ini dilakukan tanpa analisa kajian profesidaalpa
konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan terkadang bahkan tanpa idigertai
resmi. Aktivitas konversi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaarteygagung
dengan APP ini tengah mengancam keberlangsungan hidup harimau Sugejtra
Sumatera dan orangutan Sumatera yang hidup di lanskap hutan inugsPfgngambil
hutan alam dari masyarakat suku asli yang hidupnya bergantung pada kawasanm.hutan i

Seluruh hutan alam yang merupakan habitat dari satwa-satwa dilindikatggorikan
sebagai Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dan merupakan hutan pentigggmestinya
tidak dikonversi. Sebagian dari areal yang dikonversi merupakan bagialkaglsasan
Hutan dengan Perlindungan Khusus bagi habitat Orangutan Sumategebejam lama
ini dilepasliarkan kembali di Bukit Tigapuluh lanskap. Pelepaslianesebut adalah yang
pertama sejak lebih dari 150 tahun .

Laporan ini memuat seruan WWF Indonesia, KKI WARSI, FrankZodlogical Society
(FZS-Indonesia), Zoological Society of London, dan Pusat Konservasi Sutaatera,
yang meminta perusahaan-perusahaan gabungan APP yang berofrksgidgapuluh
lanskap untuk menghentikan penebangan di Lanskap ini.



1. Bukit Tigapuluh — Kawasan Konservasi Kunci

Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh di Sumatra, adalah blok hutan alam yaragriensgan
seluas 507.814,78 ha (2007), terdiri dari hutan dataran rendah kering dan pagunung
Lanskap ini dan Lanskap Hutan Tesso Nilo merupakan kawasan akhir ysing tari
hutan dataran rendah kering yang saling bersambungan di Pulau @unsatauah
kawasan yang bisa dikategorikan hampir “punah” di Sumatera. Bigiapdliuh relatif
aman dari konversi skala besar karena topografi perbukitanngabgaibukit, setidaknya
hingga akhir-akhir ini. Kawasan inti dari Lanskap Bukit Tigapuluh (aeki#4.223 ha)
dilindungi dengan status sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Lanskap ini penting bagi kelangsungan hidup (Peta 1)

A)

B)

C)

D)

E)

Suku asli Talang Mamak dan Orang Rimba(juga dipanggil Suku Anak Dalam
atau Kubu): keduanya hidup di dalam blok hutan alam ini. Talang Mamak suka
menetap, dan Orang Rimba senang berpindah. Mereka hidup di dalam hotan ala
dan memanfaatkan sumberdaya alam dari hutan dan sungai di manapun di ok huta
mereka tinggal.

Keanekaragaman hayati tinggi 198 jenis burung dan 59 spesies mammalia tercatat
sejauh ini

Harimau Sumatera sangat terancam punahLanskap dianggap oleh banyak pakar
harimau dan pakar konservasi sebagai satu dari Lanskap-lanskap Kordariraau
Prioritas Global: “probabilitas tertinggi kekokohan populasi harimalam jangka
panjang” yang berupa “Kelas I: lanskap-lanskap yang menmabkitat mendukung
setidaknya 100 harimau, bukti pembiakan, tingkat ancaman minimum-sedéag, S
jumlah konservasi memadai”

Gajah Sumatera langka Lanskap diperkirakan menampung dua kelompok gajah
Sumatera pada 2003: 20 hingga 30 individu di bagian barat dan 20 hingga 30 di
selatan. Belum diketahui berapa banyak gajah bertahan hidup hingtgaisdi
kawasan-kawasan ini, namun hutan dataran rendah adalah habitat atknyarog
krusial bagi gajah Sumatera.

Orangutan Sumatera terancam punah Kawasan Bukit Tigapuluh lanskap adalah
satu-satunya habitat Orangutan yang ada di luar provinsi Acehuhaaté&a Utara.
Laporan-laporan terpercaya tentang keberadaan orangutan liar disdmawni
menyebutkan bahwa terakhir sekali orangutan diketahui keberadaasaya ddalah

pada tahun1830-an. Keberadaan hutan hujan dataran rendah yang salingi menyat
dengan luas relatif besar merupakan habitat orangutan yang Kteadisi ini
membuat Frankfurt Zoological Society memilih Bukit Tigapuluh gabaempat
pelepasliaran orangutans Sumadterdingga saat ini, 90 individu Orangutan hidup di
kawasan ini. Mereka juga ditemukan hidup di kawasan cukup besar didoan
Nasional.



Peta 1. Hutan Konservasi Tinggi Lanskap Bukit Tigapuluh. Data keberadaan
Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera dan kawasamuimg
diusulkan lima LSM konservasi.
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2. Visi Konservasi Lanskap Bukit Tigapuluh

Pada Februari 2007, “Lokakarya Konservasi Lanskap Bukit Tigapuluh” dihaldini
WWF, Warsi, Frankfurt Zoological Society, Zoological Society.ohdon, PKHS, dsb,
merekomendasikan bahwa semua hutan alam Lanskap Bukit Tigapuluh pedundj.
Menyusul lokakarya, WWF, KKI WARSI, Frankfurt Zoological SogieZoological
Society of London dand PKHS mengirimkan satu proposal befs@ifeia J kepada
Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada 3 September 2007 guna melindungi
sejumlah hutan alam di Lanskap sebagai:

A) Perluasan Taman Nasionalseperti yang diminta oleh sejumlah pihak selama 10
tahun terakhir.

B) Perluasan Kawasan Lindung yang mengisi kekosongan dan memperluas koridor
satwaliar mengubungkan Hutan Lindung Bukit Batabuh dengan Tamsiondha
Bukit Tigapuluh.

C) Hutan Lindung Khusus’ (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) bagi
pelepasliaran populasi orangutan Sumatera.

D) Kawasan konservasi khusus di dalam konsesi Hutan Tanaman Industr
(konsesi kebun akasia, HTI) untuk dilindungi oleh perusahaan-perusahaan.

Terhadap sisa hutan alam di Lanskap, lima organisasi itu merekasit@mdperusahaan
yang memiliki izin perkebunan yang tumpang tindih dengan hutan afaisaténi untuk
melakukan penilaian profesional guna mengidentifikasi dan melindunginHaernilai
Konservasi Tinggi, yang penting bagi kelangsungan hidup spesig&alamaupun
masyarakat suku asli. Perusahaan-perusahaan seharusnya melakuisan Parapak
Lingkungan guna menjamin bahwa kegitan konversi hutan alam merdk& ti
menyebabkan dampak negatif.



Peta 2:Usulan WWF, WARSI, Frankfurt Zoological Society, Zoological Sety of London
dan PKHS ke Departemen Kehutanan guna melindungi sejumlah hutam di Lanskap
Bukit Tigapuluh
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3. Temuan investigasi

Pemandangan kayu-kayu bergelimpangan, mesin-mesin menebangi pohoendauken
jalan menjadi hal biasa di Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh saat ini.pkemp baru
didirikan, kantor perusahaan berbasis Riau dan alat beratnya be&sgkkpaJambi.
Ketika Riau sedang sepi dari penebangan hutan alam, maka Jansbimenggeliat
membabat hutan alam demi memasok permintaan produksi pulp yang takngeimba
dengan pasokan. Saatnya semua penghuni hutan terancam dengarosgiakkbisnis
kertas, APP. Saatnya orangutan, gajah dan raja rimba akan keetxia menangis
kencang?

Satu tim investigasi melakukan investigasi lapangan dan pengingrala di kawasan
Bukit Tigapuluh dalam dua kali perjalanan terpisah, 20-25 September dan 6-11
November 2007. Tim menemukan perusahaan-perusahaan tergabung dalampA&ia P
Paper (APP) menebangi hutan alam di bagian selatan Lanskap Bukit Tigapuérhbdi J

Sinar Mas Group atau APP hampir menyelesaikan apa yang dinarjaéa lintas
penebangan menghubungkan pabrik olah pulp APP di Riau dan Jambi denganlamembe
hutan alam di Lanskap ini. Semua lokasi Foto dalam laporan initteeegan informasi
penting yang diperlihatkan pada Peta 3, 4, 5, 6 dan 7).

Ada empat kelompok titik koordinat dan foto investigasi yang dilakukaim tim, mulai
dari daerah hutan di konseBil' Artelindo Wiratama dan hutan lindung perbatasan
provinsi (titik/foto 1-8), hutan konse$*T Tebo Multi Agro/TMA (titik/foto 9-16),
hutan bekas HPIRT Industries et Forest Asiatiques/IFA(titik/foto 17-20) dan hutan di
dalam dan di luar konse$iT Wira Karya Sakti (WKS) dan hutan lindung usulan
kelompok konservasi (titik/foto 21-30). Peta menggambarkan pengelompokkaisani
dilihat padaPeta 4, 5, 6 dan Becara berturut-turut.

Peta 3: Insert 4 lokasi di mana foto-foto laporan diambil, tutupdmutan alam 2006, usulan
kawasan lindung dan penebangan hutan alam serta pembuatan jalan limp@sebangan
(koridor) di bagian barat lanskap Hutan Bukit Tigapuluh. Jalan yang telah didt ditunjukan
dengan garis warna ungu dan jalan bekas penebangan yang diperkirakan akan dibuat kembali
oleh APP ditunjukan dengan garis warna hitam.Peta inset menunjukkan jalan lintas
penebangan di antara pabrik oleh pulp APP di Riau dan Jambi.
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Peta 4: Konsesi PT. Artelindo Wiratama, perusahaan APP di Riany membuat koridor menuju konsesi APP di Propinsi Jambi.
Pembuatan koridor ini melalui Kawasan Lindung dan menebang hutanrala Peta inset menunjukkan jalan lintas penebangan di
antara pabrik oleh pulp APP di Riau dan Jambi.
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Peta 5: Penebangan hutan alam di Konsesi PT. Tebo Multi Agro, bagiarPA® Propinsi Jambi dan pembuatan jalan lintas
penebangan di bagian barat Lanskap Hutan Bukit TigapululPeta inset menunjukkan jalan lintas penebangan di antara paboikh
pulp APP di Riau dan Jambi.
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Peta 6 :Pembuatan jalan lintas pengangkutan (koridor) oleh APP di Konseks HPH PT. IFA. Padahal pengelolaan eks HPH PT. IFA
hingga sekarang belum ditentukan oleh Departemen Kehutanan. Sear@anAPP telah membangun koridor yang ditunjukan garis warna
ungu dan diperkirakan akan dibuat ditunjukan garis warna hitamPeta inset menunjukkan jalan lintas penebangan di antara pabriktole
pulp APP di Riau dan Jambi.
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Peta 7:Penebangan hutan alam di Konsesi PT. Wira Karya Sakti , bagian APPrdipinsi Jambi dan pembuatan jalan lintas penebangan di
bagian selatan Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh. Penebangan hutan alametoPT. Wira Karya Sakti tidak saja pada konsesi yang diberikan
izin, tetapi juga melakukan penebangan dan pembuatan koridor di lizan yang diberikan. Peta inset menunjukkan jalan lintas penebangan

di antara pabrik oleh pulp APP di Riau dan Jambi.
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3.1. Temuan Investigasi 1
Tatkala hutan alam dibabat di konsesi PT Tebo Multi Agro
(Peta 5; foto 9-16)

Dalam konsesi di barat daya Taman Nasional Bukit Tigapuluh inim@memukan PT
Berjaya Indah Raya (BIR), kontraktor PT Arara Abadi dan TMA (pahaan afiliasi

APP di Riau dan Jambi), melakukan penebangan hutan alam seluas 800daekta
ditemukan kayu untuk bahan baku industri pulp dan kertas (bahan baku serpiln) sekita
70.000 m3 yang belum diangkuiato 10. Investigasi menemukan 1 unit buldoser dan 3
unit ekskavator PT Berjaya Indah Raya, sedang melakukan penebangan hutan alam.

Hutan alam baru saja ditebangi oleh perusahaan afiliasi Sinar Mas Grougi/Réti3esi

TMA (Foto 9. Menurut peraturan tentang pengembangan HTI di Indonesia, areal yang
dapat dijadikan HTI adalah areal kosong, berupa alang-alang dan semak belukar, bukan
berasal dari hutan alankdto 1J).

Tim menemukan jajaran kayu komersial/bahan baku plywood dan sawn mill serta
potongan kayu alam (bahan baku serpih) sebagai bahan baku industri pulp dan kertas dari
penebangan hutan alam HTI PT TMA di koridor yang dibangun grup APP ini. Jumlah
kayu jenis komersial (diameter diatas 30 cm) atau bahandaaku mill/plywoodli

Tempat Penumpukan Kayu (TPK) PT TMA diperkirakan sekitar 6.000H@i® (12, 13,

15, 16)

Akasia muda umur sekitar 4 bulan ditanam APP di antara tumpukan kayu komersial dan
potongan kayu alam (bahan baku serpih) dari penebangan hutan alam HTI PT. TMA.
(Foto 14)

Titik 12, 13, 14, 1%lan16 merupakan bagian dari areal 800 hektar hutan alam yang baru
saja ditebangi oleh TMA (APP) dimana terdapat tumpukan kayu sawn mill/plywood

yang berdiameter besar dan potongan kayu bahan baku industri pulp and paper dalam
jumlah yang besar. Membuktikan pada areal tersebut masih terdapat tegakalakay

yang seharusnya dapat dikelola secara berkelanjutan atau dipertahankanhsgagai

alam. Menurut peraturan pemerintah, pembangunan HTI hanya diperbolehkan pada area
yang kosong, alang-alang atau semak belukar.

Berdasarkan citra satelit Landsat dan SPOT 4 pada Oktober 2006 rdtdmytan di

lokasi ini baru saja dimulai sebelum bulan itu. Menurut citra $a80T4 pada 22
September 2007, ada juga dua tambahan kawasan baru menjadi areal konversi hutan alam
di konsesi ini Peta §

Peta 8. Kondisi hutan alam pada 13 Oktober 2006 (citra satelit Landsat) dan 2
September 2007 (citra satelit SPOT4) di dalam konsesi TMA. Lokasi-iokato 9-16
ditunjukkan.
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Investigasi rinci menyimpulkan bahwa TMA atau APP seharusmgk tmemulai dan
melanjutkan menebangi hutan alam di konsesi ini pada lahan legal dan konservasi karena:
1. Kurangnya izin yang berlaku

Meskipun operasi konversi hutan berlangsung terus, para investigator beam
mengenali “Izin Definitif” yang dikeluarkan oleh Departemen Kahah untuk konsesi
ini. Konsesi ini bagian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Industfesest Asiatiques
(IFA) yang tidak berlaku lagi, sehingga izin pemanfaatan peeid i harus dikeluarkan
oleh Departemen Kehutanan. Bupati Tebo hanya baru memberikan suraemedksm
kepada PT TMA tentang rencana perusahaan tersebut untuk membanguS8uk#L|
rekomendasi Bupati Tebo tersebut belum memberikan izin untuk melakukatakegi
penebangan. Namun PT TMA bersama PT Arara Abadi (bagian APPad) &iah
melakukan penebangan di areal ini. Jika PT TMA dan PT Arara Abadiang tidak
memiliki “Izin Definitif” dari Departemen Kehutanan, konversi hutan oleh draan ini
dianggap tidak sah.

2. Pelanggaran persyaratan aturan teknis
Sebagai tambahan, investigasi mengungkapkan bahwa hutan alam rsghardak
dikonversi menurut hukum di Indonesia karena:
Hutan masih dalam kondisi bagus dengan cukup banyak pohon berdianseter be
Perbandingan citra satelit Landsat 13 Oktober 2006 dengan citlia SR®T4 22
September 2007 menunjukkan bahwa hutan alam dikonversi di tiga kawasan di
dalam konsesi TMA yang masih dalam keadaan bdgets (§. Konversi hutan oleh
TMA tidak hanya menargetkan kayu berdiameter kecil yang cocok baduksi
pulp, namun juga pohon-pohon dengan diameter lebih dari 4¢-cto {2, 15 dan
16).

Hutan ini seharusnya tidak dikonversi menjadi perkebunan berdasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 34/2002, pasal 30 ayat (3), HTI ataua Usah
pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong,
padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi.. Keberadaan
banyaknya pohon berdiameter besar menunjukkan bahwa konsesi ini seharusnya
dilestarikan sebagai konsesi tebang pilih dan jangan diubah menjadi kioelsesi
akasia yang membolehkan konversi hutan.

Hutan ada di dalam daerah aliran sungai Pemberihan. Orang Rieriggumakan
sungai ini sebagai sumber kehidupan mereka.

Hutan ini seharusnya tidak dikonversi berdasar Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan terkait dengan Daerah Aliran Sungai yangjaskae
bahwa hutan alam di dalam radius 100 meter dari pinggir sung& hidkeh
dikonversi. Hutan seharusnya dilindungi guna menjamin bahwa fungsi lingfkung
dan sumber daya alam yang diberikan oleh sungai bisa dilestarikgandeaik bagi
masyarakat asli.

3. Penghancuran Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Untuk alasan-alasan berikut, hutan alam dikonversi seharusnya semdiaaggap
Hutan Bernilai Konservasi Tinggi menurtibolkit HCFV untuk Indonesidan berdasar
pada prinsip perlindungan dibiarkan tidak tersinggung hingga lanskamaagienilaian
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HCFV tingkat FMU (unit pengolahan hutan) dilakukan dan semua Hdilentifikasi

dan dilindungi:

- Hutan terletak di luar perluasan baru Kawasan Lindung yang berama-sama
diusulkan oleh lima lembaga konservasi
Hutan ada di dalam perkiraan daerah jelajah kelompok gajah Sumatera
dengan sekitar 20 hingga 30 individuKawasan ini relatif datar, hutan dataran
rendah kering dari blok Bukit Tigapuluh merupakan sebagian habitat gkjat
yang cocok dan sisa terakhir krusial di Sumatera tengah.
Hutan dipertimbangkan oleh ilmuwan dan pakar konservasi harimausebagai
satu dari Lanskap Konservasi Harimau Prioritas Global: “probabilitas tertinggi
kekokohan populasi harimau dalam jangka panjang” yang berupa “KédarsKap-
lanskap yang memiliki habitat mendukung setidaknya 100 harimau, bukti
pembiakan, tingkat ancaman minimum-sedang, serta jumlah konservasi memadai.”

3.2.Temuan Investigasi 2
Penebangan membelah hutan lindung di luar dan di konsesi PT Wira Karya Saik
(Peta 7 dan Foto 21-30)

Tim investigasi juga melakukan observasi di bagian tenggaraaMddasional Bukit
Tigapuluh dengan menemukan sejumlah bagian hutan alam yang dildaibaSk&ain itu
di bagian ini, kegiatan konversi PT Wira Karya Sakti (WKS), makakslusif APP di
Jambi, bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung khususugatkadi
organisasi konservasi Bukit Tigapuluh.

Ditemukan bagian akhir pembuatan koridor di ujung selatan oleh P& Bajda Perkasa
(SBP) kontraktor PT WKS (APP). Pembuatan jalan penebangan yanbama&irhabis
hutan alam di Kawasan Hutan Lindung Khusus yang diusulkan kelompok konservasi
seharusnya dihentikan segera karena mengancam keanekaragamagahgyktya di
lanskap ini Foto 21)

Wira Karya Sakti, anak perusahaan APP di Jambi, melalui kontraktornya, PVIUskl
Perkasa (BMP) sedang melakukan penebangan hutan alam pada satu lokeselstdnas

50 hektar, dimana dua alat berat ditemukan sedang beropecsi2@. Sinar Mas

Group (APP) membuat koridor baru dengan menebangi hutan alam, membelahnya
menjadi bersimpang mengarah ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan bekas HPH PT
Dalek Hutani Esa, padahal areal ini diusulkan kelompok konservasi menjadi Kawasan
Lindung Khusus bagi kelangsungan hidup populasi orang utan Sumatera yang dilepas
kembali.

Hasil investigasi WWF, kayu tebangan hutan alam dibawa ke pabrik PT Lontau®apy
Pulp & Paper di Jamligiihat Laporan LPPP-APP terima kayu illegal dari Bukit
Tigapuluh) . APP seharusnya segera menghentikan kegiatan deforestasi ini segieaa kar
mengancam keanekaragaman hayati kunci di salah satu hutan Sumatera ygng palin
bernilai.
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Kehadiran kamp PT Satria Baja Perkasa, kontraktor APP asal Riau, dengalalséjuk
dan alat berat, semakin menambah laju pengrusakan hutan alam, seperti haimgh se
area hutan di sekitarnya sudah mulai diteba(fpto 23)

Sementara satu unit ekskavator SBP sedang merawat koridor WKS. Kegietmarael
koridor di hutan alam dari 5 m menjadi 20 m ini dipertanyakan legalitasnya dan gotensia
merusak ekosistenfFoto 24)

Masih di konsesi WKS, terjadi penebangan hutan alam disalah satu lokasi seluas 10
hektar di kemiringan bukit yang cukup tinggi, dan tentu hal ini dilarang oleh peraturan
kehutanan yang berlak(Foto 25)

Sedangkan di luar konsesi WKS, penebangan masih terjadi. Kamp pekerja SBP,
kontraktor pembangunan koridor WKS (APP), menjadi pemicu lajunya deforestasi di
hutan alam yang kaya keanekaragaman haya#@io(29. Pembuatan koridor dan
penebangan hutan alam seharusnya dihentikan segera. Pembuatan koridor tak bisa
dijadikan alasan untuk menebangi hutan alam dengan semena-mena.

Penebangan yang diragukan legalitasnya maupun kepedulian kepada kelestaria
terjadi di luar konsesi WKS. Ditemukan 2 unit ekskavator dan 1 unit bulldozer dengan
perkiraan hutan alam yang ditebang di luar konsesi izin HTI PT WKS sekitar 156 hekta
Sejumlah tumpukan kayu untuk plywood/sawn mill dan bahan baku industri pulp and
paper masih tergeletafoto 27)Pengrusakan hutan alam oleh kelompok APP ini jelas
merusak ekologi dan dipertanyakan legalitasnya.

Di dua titik terpisah, tiga unit ekskavator SBP, kontraktor WKS (APP), terusakana

hutan alam dan melebarkan jalan koridor. Perekayasaan koridor ini dipertanyakan sec
legalitas dan lingkungan, karena menjadi pintu bagi kehancuran hutan alam dan ancaman
nyata terhadap habitat harimau, gajah dan orangutan Sungt#ce28, 29)

Tumpukan log milik APP dari hasil membabat habis hutan alam untuk pelebaran koridor
dan pembukaan HTI merupakan kegiatan yang sangat memicu perubahan iklim global.
Menjadi satu pertanyaan besar terhadap komitmen APP dalam upaya peayerars)
karbon dan pencegahan deforestésoto 30)

Konversi di hutan alam di kawasan ini telah dimulai Juli 2007, dengamuandapatkan
lebih dulu kayu dari hutan alam, mengembangkan perkebunan akasia daerbzekn

lagi jalan penebangan guna menghubungkan konsesi ini dengan TMA kehingga

akhirnya menghubungkan dua pabrik olah pulp di Riau dan Jambi. Defoidtasan

Bukit Tigapuluh dan hutan lindung lainnya menjadi tumbal terlalu mahal jaken

koridor yang hanya menguntungkan APP semata.

Investigasi rinci ini menyimpulkan: WKS dan APP seharusnya tideneruskan

penebangan hutan alam di dalam maupun luar konsesinya, baik pada laharalgmun
lahan konservasi karena:
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1. Kurangnya izin yang berlaku

WKS seharusnya tidak memulai dan melanjutkan penebangan di luar ikoweseka

karena lemahnya izinF6to 26 dan 2Y.

Sebagai tambahan, investigasi mengungkapkan bahwa hutan alam rsehardak

dikonversi menurut hukum di Indonesia karena:
Hutan masih dalam kondisi bagus dengan cukup banyak pohon berdianseter be
Konversi hutan oleh WKS tidak hanya menargetkan kayu berdiameterykegl
cocok bagi produksi pulp, namun juga pohon-pohon dengan diameter lebih dari 40
cm (Foto 25 dan 30

2. Pelanggaran persyaratan aturan teknis

Sebagai tambahan, investigasi mengungkapkan bahwa hutan alam dkdasmsi WKS
ini seharusnya tidak dikonversi menurut hukum di Indonesia karena:
Hutan masih dalam kondisi bagus. Citra satelit Landsat 13 Okt8be6
menunjukkan bahwa sebagian hutan alam di kawasan di de&ita1 — 30diambil
di dalam dan luar konsesi WKS, masih dalam kondisi bagat 21 dan 22
menunjukkan bahwa hutan pada kedua sisi jalan koridor yang dibuka lagi i dala
Kawasan Lindung untuk Tujuan Khusus bagi kelangsungan hidup populasi
orangutan Sumatera yang dilepasliar masih berupa hutan lebat pada November 2007.
Hutan ini seharusnya tidak dikonversi menjadi perkebunan berdasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 34/2002, pasal 30 ayat (3), HTI ataua Usah
pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong,
padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi.. Keberadaan
banyaknya pohon berdiameter besar menunjukkan bahwa konsesi ini seharusnya
dilestarikan sebagai konsesi tebang pilih dan jangan diubah menjadi kioelsesi
akasia yang membolehkan konversi hutan.
WKS menebang hutan di luar izin HT1 yang diberikan oleh Departemen Kehutanan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu Secara llegal Di Kawasan Hutan Dan
Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, penebangan di luar konsesi
termasuk kegiatan illegal logging karena menebang pohon atau memanen atau
memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau
izin dari pejabat yang berwenang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
2004, Pasal 14 ayat (2)y'ang termasuk pemanfaatan hutan tanpa izin ialah;
pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan ijin

3. Penghancuran Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Untuk alasan-alasan berikut, hutan alam dikonversi di dalam dan luar k¥iK&Es
seharusnya sementara dianggap Hutan Bernilai Konservasi Tinggi unhéraolkit
HCFV untuk Indonesiaan berdasar pagainsip perlindungardibiarkan tidak disentuh
hingga lanskap pasti dan penilaian HCFV tingkat FMU (unit pengolahan hutan)
dilakukan dan semua HCFV diidentifikasi dan dilindungi:
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Hutan dipertimbangkan oleh ilmuwan dan pakar konservasi harimausebagai

satu dari Lanskap Konservasi Harimau Prioritas Global: “probabilitas tertinggi
kekokohan populasi harimau dalam jangka panjang” yang berupa “Kédarskap-
lanskap yang memiliki habitat mendukung setidaknya 100 harimau, bukti
pembiakan, tingkat ancaman minimum-sedang, serta jumlah konservasi memadai.”
Hutan terhubung kepada Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan peluasan baru
Kawasan Lindung Khusus untuk kelangsungan hidup populasi orangian
Sumatera yang dilepasliarkan yang bersama-sama diusulkan oleh limarhbaga
konservasi WKS sedang membuat jalan lintas penebangan menuju dua arah
sekaligus: usulan Kawasan Lindung Khusus ini dan Taman Nasional Bukit
Tigapuluh, keduanya dengan kondisi hutan yang masih lfggts 21, 22).

Hutan digunakan oleh Orang Rimba. Kawasan hutan fundamental untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tempatan (HCV5) dan sangabdgitis
identitas budaya tradisional masyarakat lokal (HCV6). Konversi hutéuk jalan
tebangan bisa mengancam hak sosial dan ekonomi masyarakat asli

3.3. Temuan Investigasi 3
Dalih menghidupkan koridor dengan merusak hutan alam di bekas HPH PT IFA
(Peta 6, Foto 17-20)

Di bagian barat Bukit Tigapuluh, tepatnya di bekas konsesi tebangan PT Indzistries
Forest Asiatiques (IFA) yang sudah tidak aktif mengarah ke TMA, pembuatdake
atau pelebaran jalan koridor penebangan semakin marak.

Tak pelak, pelebaran jalan koridor di areal “tak bertuan” ini memakan banyak hutan alam
yang ditebang dan menjadi akses menembus sejumlah hutan lindung yang sudah ada
maupun masih dalam usulan lembaga konservasi.

Koridor kecil dan lama eks HPH PT IFA dibuka lagi oleh PT Berjaya Indah Raya,
kontraktor PT TMA (APP). Padahal koridor di konsesi eks HPH PT IFA ini berada di
dalam usulan konsesi HTI yang belum dikukuhkan oleh Departemen Kehutanan. Adanya
koridor di wilayah minim pengawasan aparat justru mempercepat laju perusakan hutan.
(Foto 179

Tim investigasi menemukan satu (1) unit alat berat PT BIR sedang melaku&amatoer
koridor di konsesi HPH eks PT. IFA. Kegiatan konversi hutan alam ini jelas
dipertanyakan legalitasnya karena pengelolaan eks HPH PT IFAgsdiganses oleh
Departemen Kehutanan dan masih pertanyaan besar, apakah grup APP sudah memenuhi
persyaratan analisa dampak lingkungan dan sebagahota.18)

Jalan koridor tebang yang membelah hutan alam niscaya jadi sasaran empuk prakte
deforestasi. Begitupun yang terjadi di hutan eks PT IFA, di samping koridor, hamtan al
dirusak dan dibakar. Tentunya, APP dan anak perusahaannya, yang membuka jalan ini,
punya andil dalam percepatan deforestasiifuto 19)
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Pelebaran jalan yang sangat besar di ujung timur koridor oleh BIR (kontrdk®r A

menjadi pintu mudah bagi perusakan hutan, baik illegal logging, perambahan hutan, dan
pembakaran hutan. Tim menemukan satu (1) unit alat berat buldozer sedang bekerja
melebarkan koridor dari 5 meter menjadi 20 meter. Pengeloaan eks HPH PT IFé sedan
diproses oleh Departemen Kehutanan dan kegiatan konversi hutan alam oleh APP ini
jelas dipertanyakan legalitasnffeoto 20).

Investigasi rinci ini menyimpulkan: PT Berjaya Indah Raya, korraRiT TMA (APP)
seharusnya tidak meneruskan penebangan hutan alam dan pembudtandkdonsesi
eks HPH PT IFA karena:

Kurangnya izin yang berlakuPT Berjaya Indah Raya, kontraktor PT TMA (APP)
seharusnya tidak memulai dan melanjutkan penebangan hutan alam ndlanataa
koridor karena koridor tersebut berada pada eks HPH PT IFA yahngnsdoelum ada
Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengelolaan kawasd&fotoil@, 19, dan
20).

3.4. Temuan Investigasi 4
Koridor tebangan dibuat untuk menghubungkan pabrik pulp milik APP di Riau

dan Jambi melalui Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh
(Peta 3, 4,5, 6 dan 7, Foto 1-30)

Berdasarkan pada hasil temuan, tim investigasi prihatin bahgexaséanskap Hutan
Bukit Tigapuluh akan terbelah dalam dua bagian jalan logging persbayang
menghubungkan konsesi terkait APP yang tumpang tindih dengan Blok Bukdin
Tigapuluh dan pabrik olah pulp APP di Riau dan Jambi.

PT Artelindo Wiratama salah satu anak perusahaan dari Sinar Mas Group dan APP di
Riau. Tim menemukan Tempat Penumpukan Kayu (TPK) jenis kayu komersial (kayu
sawn mill / plywood) di konsesi PT Artelindo Wiratama. Kayu komersial padaifiiPK
diperkirakan berjumlah sekitar 12.000 m3. Temuan ini menunjukkan PT Artelindo
Wiratama melakukan konversi hutan alam dan kayunya masih belum diangkut. Meski
kelihatan bermasalah, belum ada informasi kenapa kayu ini belum diafigkotl)

Pos keamanan Artelindo dan papan informasi dari Sinar Mas Group (SMG) "Dilaran
Membakar" dan larangan perambahan dan pembakaran menjadi ironis ketika kelompok
ini terus melebarkan dan membuat jalan tebang f@oto 2, 3)

Koridor di areal konsesi Artelindo (di Riau) menuju konsesi PT Tebo Multi Agro (TMA
di Jambi direkayasa dari penebangan hutan alam. Mudahnya akses ke hutan ini diyakini
memicu deforestasi yang masif. Pemandangan yang ada ini akan menjadafdtio,te
karena lebar jalan yang ada sekarang, kemungkinan akan ditambah, sepertgdi berba
ruas koridor di lanskap Bukit Tigapulufzoto 4).
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APP berambisi menghubungkan kedua pulp mill-nya di dua provinsi, PT Indah Kiat Pulp
& Paper dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, dengan mengorbankan hutan alam dan
mengancam satwa liar.

Rambu-rambu bertuliskan "Anda Memasuki PT Artelindo", yang berada pada posisi di
koridor yang menghubungkan Artelindo Wiratama (Riau) menuju konsesi TMA (Jambi)
Koridor dibuat dengan menebangi hutan alam dan praktek konversi ini dipertanyakan
legalitasnya(Foto 5, 6)

Survey pengindraan jarak jauh menunjukkan koridor di konsesi Artelindo menuju konsesi
TMA berada di dalam kawasan hutan lindung Bukit Batabuh, artinya koridor dibuat dari
hasil membelah hutan lindung. Karenanya, pelebaran jalan ini jelas-jelaskaerbsitan

alam di kawasan lindung oleh perusahaan terafiliasi dengan(R&tB.7)

Koridor Artelindo menuju TMA juga merupakan batas hutan lindung Bukit Batabuh
(Riau) dan Bukit Limau (Jambi) yang selayaknya tidak dikonversi. Titikiga
merupakan tapal batas Propinsi Riau dan Jambi. Koridor di kawasan hutan lindung
merupakan ancaman nyata terhadap deforestasi dan gangguan terhadaar sgiota |
8).

Bagian barat jalan penebangan mulai dari pabrik olah pulp APP di Rlaindah Kiat
Pulp & Paper) di barat laut Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh, dari Pa&liAdo Wiratama
(Propinsi Riau) terus konsesi TMA melalui Hutan Lindung Bukit Batabuh --Birkiu
in Jambi kemudian berlanjut ke jalan yang baru dibuat dan diperlebas HiR# PT IFA
(Peta 4,5 dan)

1. Konsesi PT Artelindo, tergabung dengan APP di Riau. Foto 5 menunjukkan

papan bertuliskan “Anda memasuki areal PT Artelindo.”

2. Hutan Lindung Bukit Batabuh --Bukit Limau in Jambibfo 7 dan §.

3. Konsesi TMA foto 11 dan 18

4. Eks HPH PT IFA (Bto 19 dan 2p

Bagian timur jalan lintas tebangan dimulai dari pabrik olah APP di JamlhioRXar
Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPP) di timur Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh,
kemudian berlanjut ke jalan yang baru dibikin dan dilebarkan melalui PT WKS ke
Hutan Lindung Khusus"” (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) bagi pelepasliaran
populasi orangutan Sumatera (Peta 7):
1. Didalam konsesi WKS
2. Diluar konsesi WKSKoto 26, 27
3. Didalam konsesi WKS lainnya
4. Di dalam konsesi WKS, di dalam Kawasan Lindung Khusus usulan bersama
untuk kelangsungan hidup populasi orangutan Sumatera yang dilepasliarkan
(Foto 21, 22
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Investigasi rinci menyimpulkan bahwa konstruksi jalan tebangan melibpt@bangan
hutan alam di sejumlah kawasan ini diduga tidak sah (ilegal) &d&w@angnya izin-izin
yang berlaku:

Membuat dan menggunakan koridor di kawasan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-11/2004,
Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan IzilhaUsa
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)Pada Hutan Alam Ataian Tanaman, pasal
3 ayat (1) Izin pembuatan koridor hanya dapat diberikan pada :

a. Hutan produksi

b. Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)
Artinya pembuatan dan penggunaan koridor di area kawasan lindung adalalsah
(ilegal)

PT Berjaya Indah Raya, kontraktor PT TMA (APP) seharusny# titemulai dan
melanjutkan penebangan hutan alam dan pembuatan koridor karena koridor tersebut
berada pada eks HPH PT IFA yang saat ini belum ada Surat Kapudenteri
Kehutanan tentang pengelolaan kawasanhatq 18, 19, dan 2D

WKS menebang hutan alam, membuat dan menggunakan koridor di luar igin yan
diberikan.

4. Rekomendasi oleh Organisasi-Organisasi Konsenvdsokal

Berdasarkan penebangan hutan alam yang terjadi di Bukit Tidapuanskap,
organisasi-organisasi konservasi (WWF-Indonesia, WARSI, FZS, ZSh, RKHS)
mengimbauAPP dan anak perusahaanyang menebangi hutan alam di kawasan yang
disebutkan di atas atau kawasan lainnya di Lanskap Bukit Tigapuluh untuk:

1. Menyatakan jeda tebang (moratorium) terhadap hutan alam marapgmilai-
nilai konservasi ekologis, lingkungan dan budayanya belum diidentifdeasi
dilindungi serta menghentikan sementara pengambilan pasokan kayu dari
penebangan dengan kriteria tersebut.

2. Membentuk tim komisi pengkajian independen terhadap nilai konservast hutan
hutan di konsesinya dengan menggunakan Toolkit HCVF Indonesia secara
transparan kepada publik, dan berkomitmen untuk melindungi semua nilai
konservasi tinggi yang diidentifikasi melalui penilaian tersebut.

3. Menghentikan semua bentuk penebangan hutan yang melanggar undang-undang
dan peraturan nasional Indonesia.

4. Menghentikan semua pembelian kayu akasia (pulp) yang tidak bisafidasi
sebagai hasil panen yang sah.

5. Mendukung program global untuk mencegah deforestasi, setidaknya di panska
Bukit Tigapuluh ini.

Organisasi-organisasi konservasi tersebut diatas juga meP@marintah untuk:
a. Mengevaluasi perizinan HTI dan kegiatan penebangan yang dilakukhn ole
beberapa perusahaan APP di Lanskap Hutan Bukit Tigapuluh.
b. Mengawasi dan mengeluarkan kebijakan perijinan untuk HTI dan izin Einny
sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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c. Mendorong pihak pemegang izin HTI dan izin lainnya dimana konsesingih ma
memiliki hutan alam agar dipertahankan sebagai kawasan pengekblasuns
dalam konsesi HTI atau lainnya.

Terkait dengan pembukaan jalan lintas untuk transportasi kayu tebéaggador) di
Bukit Tigapuluh Lanskap, organisasi-organisasi konservasi menyerukaisapaan
gabungarAPP yang membuka jalan di Lanskap ini untuk:

1. Menutup koridor yang membelah Kawasan Lindung di Propinsi Riau dan
Jambi, karena peraturan di Indonesia tidak memperbolehkan pembuatan da
penggunaan koridor di Kawasan Lindung.

2. Tidak membuka lagi jalan tebangan lama manapun atau membuka jalan ba
yang membelah hutan alam guna menghindari perambahan, pembalakan lia
dan perburuan satwaliar.

3. Menyerahkan kembali izin-izin mereka untuk membuka jalan-jalan ini.

4. Apabila jalan ini terbukti sah, tutuplah dan lindungi dengan penganedisan
guna menyelamatkan hutan alam dan satwaliar dari perambahabapgae
dan perburuan yang terjadi di sepanjang jalan itu.

5. Apabila jalan itu tidak sah, segeralah menutupnya.

Organisasi-organisasi konservasi diatas juga mengipé@erintah untuk:

a. Meninjau ulang perizinan pembuatan dan penggunaan koridor oleh APP dari
Riau ke Jambi, terutama melalui Kawasan Lindung, eks PT IFA dédmadi
konsesi PT Wira Karya Sakti, karena menurut peraturan yangkberl
pembuatan dan penggunaan koridor tidak dibenarkan di dalam Kawasan
Lindung.

b. Menindak tegas perusahaan yang membuat dan menggunakan koridor yang tidak
memiliki izin dan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaaan
tersebut.
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